— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT
YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 56/PMK.03/2016, tanggal 8 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : !

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
4 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 ten-
tang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang

Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut, Pajak Pert-

ambahan Nilai, periu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pa-
jak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyera-
han Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strat-
egis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan
Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan serta Pen-
genaan Sanksi;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015
tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut dari Penge-
naan Pajak Pertambahan Nilai {Lembaran Negara Re-
publik indonesia Tahun 2015 Nomor 328, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBA-
HAN NiLAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PA-
JAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG
TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI.

Pasal 1
{1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu

A2)

(n

(2)

(1

(2)

yang bersifat strategis berupa ancde slime Ke-
pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ke-
giatan usaha di bidang pengolahan anode slime
menjadi emas batangan, diberikan fasilitas tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Anode slime sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa lumpur anoda sebagai produk samp-
ing atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang
mineral Iogam‘ tembaga, dengan tujuan akan di-
proses lebih lanjut untuk menghasitkan produk
utama berupa emas batangan.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyera-
han anode slime sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diberikan cap atau diberikan keteran-
gan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN
PP NOMOR 106 TAHUN 2015“.

Pasal 3
Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang tidak di-
pungut atas perolehan anode slime, wajib dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima fasili-
tas dalam hal anode s/ime tersebut:
a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik se-
bagian atau seluruhnya.
Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang waijib
dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal anode sfime;
a. setelah diproses lebih lanjut tidak menghasil-
kan emas batangan, dihitung sebesar seluruh
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Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut; atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik

sebagian atau seluruhnya, dihitung sebesar

prosentase Pajak Pertambahan Nilai tidak di-
pungut yang dipindahtangankan.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) harus disetork-
an ke kas negara paling lama dalam jangka waktu
1 (satu) bulan sejak anode slime tersebut:

a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan; dan/atau

b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik se-
bagian atau seluruhnya.

{4) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pa-
jak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi admin-

istrasi berupa bunga sesuai ketentuan peraturan |

perundang-undangan perpajakan.

{5) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah lewat
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan kepada Wajib Pajak belum diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak
untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

{6) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dikreditkan.

Pasal 4

(1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 3 ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat
Setoran Pajak. g .

(2) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. :

Pasal 5

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar se- :
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dil- :

aperkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pen-
gusaha Kena Pajak dikukubkan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melampirkan lembar ketiga Su-
rat Setoran Pajak atau fotokopi sarana adminis-
trasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran
Pajak pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Per-
tambahan Nilai Masa Pajak saat anode sfime: .
a. tidak digunakan untuk menghasilkan emas

batangan; dan/atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik se-
bagian atau seluruhnya.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
atas penyerahan anode slime yang dilakukan sejak
tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan berlakunya
Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan MeBteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK {INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2016

- DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 539
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LAMPIRAN :

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAN SARANA
ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK
UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA
TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENYERAHAN ANODE SLIME

A. SURAT SETORAN PAJAK

O SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR lI'
%o 8.1} KEMENTERIAN KEUANGAN R.1.

Ao BT N R

\ "=/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP O T Il A L T i ( (11
Dnsi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimitiki

NAMA WP S ey ] TR e e TR bt ! L0, SR A E)
ALEAMAT WP v S R e g s e DG T ot e e Ty SN o | IRl ) 0 S W . <)
NOP g g =04 s ! | [ T S (i3

Drsi sesuar dengan Nomor Objok Pajak

ACAMATOP. 4 | ancsnt AT

Uraian Pembayaran : fae "™ W= A
Kode Akun Pajak : Kode Jenis Setoran o 6l
(4) 8)
e | [ =
Masa Pajak 7
Jan | Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak
[y} 4
Beri tanda sileng (x} pada kolomn bulan, sesuar dengen pembayaran uniuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnnya Pajak
Nomor Ketetapan s [ R ! o |t LT TS i i
Dirsf Nomor Kererapan | STP, SKPKB, SKPKBT
Jumiah Pembavaran et LA A L P T W L e L L T e e T
Terbilana EerHYe v e e b T e e R SR R S e S
Diterima aleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor ~
BNORSIN Bl vy a0 SRR e - o F I ARSI IS E T =T e , Tanggal ............... {10)..
Cap tanda tangan Cap tanda 1angan
{11
NamaJelas: ... . Nama Jelas : .......................

“Terima kasih Telah Maembayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa”
Ruang Validasi Kantor Penarima Pernbayaran

F.2.0.32.01
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B. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)
Nomor {2)
Nomor (3)
Nomor {4)
Nomor {5)
Nomor {6)

: Diisi dengan NomorPokok WaubPa]ak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

. Diisi dengan Kode AkunPajak 411211.

. Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.

. Diisi dengan “Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan anode sfime yang tidak

digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan”.

Nomor (7}
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor {10)

Nomor {11) : Diisi dengan nama penyetor.

. Diisi dengan Masa Pajak terjadinya anode sfime tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan atau dipindahtangankan.

. Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya anode sfime tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan atau dipindahtangankan.

- Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.

: Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.

PETUNJUK PENGISIAN. SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN

PAJAK

Untuk pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat SetoranPajak mengikuti keten-

tuan yang berlaku sedangkan untuk:
1. Kode AkunPajak diisi dengan kode 411211;

2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan

3. Kolom Keterangan {apabila tersedia) diisi dengan keterangan
“PembayaranPajakPertambahan Nilai atas perolehan anode slime yang tidak digunakan untuk meng-

hasilkan emas batangan atau dipindahtangankan”.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN}

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2016,
tanggal 8 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara dalam bentuk sewa, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah di-
ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
174/PMK.06/2013;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Penge-
lolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara, serta menyikapi perkembangan
pengelolaan Barang Milik Negara, perlu ditinjau
kembali ketentuan Sewa Barang Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;
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